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UPAYA MITIGASI KEBENCANAAN DI KABUPATEN WONOGIRI 
BERDASARKAN MATRIKS RISIKO DAN HOUSE OF RISK FASE 2 
Abstrak 
Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu wilayah yang berpotensi besar terdampak 
bencana. Untuk bencana alam di wilayah Wonogiri, sekitar 90% wilayah rawan bencana 
baik itu banjir, tanah longsor, dan angin ribut (BPBD Wonogiri, 2020). Tujuan dari 
penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi jenis potensi bencana di Kabupaten Wonogiri 
dan memberikan usulan strategi mitigasi bencana yang efektif untuk jangka waktu 2021 
hingga 2025. Metode yang digunakan yaitu Matriks risiko, dimana dalam matriks risiko 
terdapat frekuensi dan konsekuensi didalam matriks,  yang kemudian dari hasil tersebut 
dilanjutkan menggunakan HOR Fase 2 yang digunakan sebagai penentuan mitigasi dari 
kebencanaan di Kabupaten Wonogiri. Hasil dari penelitian ini didapatkan 7 risiko 
bencana yang terjadi di Kabupaten Wonogiri. Penerapan HOR fase 2 menghasilkan 6 
strategi mitigasi utama yaitu peningkatan kemitraan multipihak dalam penanggulangan 
bencana, penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana, melakukan sosialisasi 
dan edukasi mitigasi kebencanaan, membentuk desa tangguh bencana, dan melakukan 
pemetaan wilayah. 
Kata Kunci: BPBD Wonogiri, Matriks Risiko, HOR Fase 2 
Abstract 
Wonogiri Regency is one of the areas that have the great potential to be affected by 
disasters. For natural disasters in the Wonogiri area, around 90% of the disaster-prone 
areas are floods, landslides, and hurricanes (BPBD Wonogiri, 2020). The purpose of this 
study is to identify types of potential disasters in Wonogiri Regency and provide 
recommendations for effective disaster mitigation strategies for the period 2021 to 2025. 
The results of this study obtained 7 disaster risks that occurred in Wonogiri Regency. The 
implementation of HOR phase 2 resulted in 6  mitigation strategies, ,increasing multi-
stakeholder partnerships in disaster management,strengthening the legal framework for 
disaster management, conducting socialization and education on disaster 
mitigation,namely establishing disaster-resilient villages, and mapping areas.. 
Keywords: BPBD Wonogiri, Risk Matrix, HOR Phase 2. 
1. PENDAHULUAN 
 Wonogiri beriklim Tropis, mempunyai 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau 
dengan temperatur rata-rata 240C-320C. Kabupaten Wonogiri terletak pada garis lintang 7 derajat 32 
menit sampai 8 derajat. 15 menit (7 32' - 8 15') Lintang Selatan dan garis bujur 110 derajat 41 menit 
sampai dengan 111 derajat 18 menit (110 41' - 111 18') Bujur Timur. Keadaan alamnya sebagian 
besar terdiri dari pegunungan yang berbatu gamping, terutama di bagian Selatan, termasuk jajaran 
Pegunungan Seribu yang merupakan mata air dari Bengawan Solo (Badan Pusat Statistik, 2020), 





masalah dan tantangan bagi masyarakat serta menjadi hal yang merugikan bagi keberlangsungan 
hidup manusia (Tanesab, 2020). Dampak dari bencana alam tersebut menyebabkan tingginya 
kerugian materiil dan kehilangan nyawa yang harus ditanggulangi dan dicegah dengan berbagai 
macam upaya (Coppola, 2015). Tabel 1 merupakan jumlah desa daerah Wonogiri yang terkena 
bencana alam. 




2014 2016 2017 2018 
Banjir 22 35 22 64 
Banjir Bandang 1 0 0 0 
Gempa Bumi 1 3 1 21 
Tanah Longsor 73 102 73 113 
Angin Puyuh, Puting Beliung, Topan 50 0 0 0 
Kekeringan (Lahan) 17 0 0 0 
(Sumber: BPS, 2020) 
Pada tahap pra-bencana, mengetahui risiko bencana lebih awal dapat mengantisipasi terjadinya 
kerugian yang terjadi. Selain itu juga perlu untuk mengetahui dampak bencana, sebagai langkah 
antisipasi agar tidak menimbulkan banyak kerugian saat terjadinya bencana. Oleh karena itu, Sebelum 
terjadinya bencana, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mitigasi bencana atau pengurangan 
risiko bencana, dimana dalam mengurangi risiko bencana membutuhkan penilaian risiko. Mitigasi 
bencana adalah upaya mengurangi atau meminimalkan dampak merugikan dari peristiwa berbahaya 
(Wicaksono and Pangestuti, 2019).  
Bencana alam merupakan hal yang tidak pasti dan berkaitan dengan musim dan keadaan. Untuk 
bencana alam di wilayah Wonogiri, sekitar 90% wilayah rawan bencana alam baik itu bencana banjir, 
tanah longsor, dan angin ribut (BPBD Wonogiri, 2020).  Pada tingkat nasional, Kabupaten Wonogiri 
memiliki skor indeks sebesar 146, dimana termasuk kedalam daerah kategori tinggi dalam hal 
kerawanan bencana di Indonesia (BNPB, 2015). Dengan demikian, peneliti akan melakukan 
penelitian menggunakan Matriks Risiko dan HOR Fase 2 untuk menilai risiko bencana yang mungkin 
terjadi dan memberikan upaya mitigasi kebencanaan di Kabupaten Wonogiri untuk mengurangi risiko 
bencana yang terjadi di Kabupaten Wonogiri. Penilaian risiko maupun usulan mitigasi kebencanaan 
tersebut dilakukan untuk kerangka waktu 2021-2025. Kerangka tersebut dipilih karena lingkup kajian 





Bencana). Selain itu, pengembangan juga dilakukan untuk metodologi pengkajian yang disesuaikan 
dengan lembaga terkait 
2. METODE 
2.1 Objek dan Waktu Penelitian 
Objek penelitian yang diamati yaitu mengenai penilaian risiko bencana di Kabupaten Wonogiri, 
dengan narasumber dari BPBD Wonogiri yang dilakukan pada 01 Juni 2021-30 Juni 2021. 
2.2 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Focus Group Discussion (FGD) 
 Pada metode pengumpulan data dengan FGD, penulis melakukan diskusi dengan pihak BPBD 
Wonogiri yang terjun di bidang penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2007 Pasal 21 tentang penanggulangan bencana, salah satu tugas BPBD adalah menetapkan 
pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha 
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, 
serta rekonstruksi secara adil dan setara. Diskusipada penelitian ini dilakukan dengan Kepala Seksi 
Kedaruratan dan Logistik dan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan. 
b. Studi Kepustakaan 
 Metode pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan materi, referensi, data, dan 
informasi yang akan digunakan sebagai penunjang bahan penelitian. Data-data yang dibutuhkan 
seperti histori kejadian bencana setiap tahun, jenis-jenis bencana dan jumlah kejadiannya. Referensi 
yang berkaitan dan juga relevan dengan penelitian dapat diambil melalui berbagai sumber seperti 
buku, tesis, skripsi, jurnal internasional maupun nasional, atau laporan penelitian terdahulu. 
2.3  Metode Analisis Data 
Analisis data pada penelitian ini menggunakan Matriks Risiko (Coppola, 2015), merupakan 
metode yang digunakan untuk menentukan peringkat dan memprioritaskan risiko kejadian (umumnya 
merugikan). Selain Matriks Risiko juga menggunakan metode HOR(Pujawan & Geraldin, 2009), 
sebuah metode yang memadukan prinsip FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) dengan HOQ 
(House Of Quality). Metode HOR terdiri dari 2 fase. HOR fase 1 digunakan untuk menentukan agen 
risiko yang akan dimitigasi dan HOR fase 2 untuk menghasilkan strategi mitigasi yang menjadi 





Penerapan matriks Risiko diawali dengan mengumpulkan potensi bencana yang terjadi di 
Kabupaten Wonogiri melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan Kepala Seksi Kedaruratan dan 
Logistik dan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Analisis bencana dilakukan untuk 
mengetahui risiko bencana yang terjadi Di Kabupaten Wonogiri. Langkah selanjutnya yaitu 
penentuan nilai Aggregate Risk Potential (ARP) dengan menentukan Frekuensi (besarnya 
kemungkinan kejadian dalam periode waktu tertentu) untuk semua risiko bencana, kemudian 
menentukan konsekuensi (efek/dampak risiko). Skala untuk penilaian frekuensi adalah skala 1 
(kejadian sangat rendah/ terjadi hanya dalam keadaan Luar Biasa) hingga 5 (Kejadian sangat tinggi/ 
kemungkinan besar sering terjadi); skala penilaian untuk konsekuensi adalah skala 1 (Tidak ada 
dampak yang terjadi) hingga 5 (Dampak yang sangat signifikan). Nilai Frekuensi dan Konsekuensi 
dari masing-masing risiko bencana kemudian digambarkan kedalam Matriks Risiko; Nilai dalam 
matriks risiko diantaranya warna merah termasuk kedalam risiko ekstrim, warna oranye merupakan 
risiko tinggi, warna hijau termasuk risiko sedang, dan kuning merupakan risiko rendah. 
Penerapan HOR Fase 2, dilakukan dengan pihak BPBD Wonogiri yaitu Kepala Seksi Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan untuk menghasilkan strategi mitigasi yang sesuai; kemudian menentukan 
alternatif nilai korelasi antara risiko bencana dengan strategi mitigasi yang ditentukan, dimana 0 
(tidak ada korelasi), 1 (korelasi rendah), 3 (korelasi sedang), 9 (korelasi tinggi); dan kemudian 
menghitungnilai total effectiveness(TEk); Untuk selanjutnya yaitu menentukan kriteria kesulitan 
strategi mitigasi dengan diskusi kepada pihak BPBD Wonogiri; menentukan bobot kriteria dari 
masing-masing kriteria strategi mitigasi , dengan skala 0-100 (semakin tinggi skala penilaian semakin 
sulit strategi mitigasi diterapkan); serta bobot atau nilai korelasi antara strategi mitigasi dan kriteria 
strategi mitigasi dengan skala 0, 1, 3, 9; menentukan nilai Total Skor Strategi (TSSk); Menilai rasio 
(Rk), hasil perbandingan antara TEk dan TSSk tiap masing-masing strategi mitigasi. Hasil dari 
metode HOR fase 2 adalah urutan strategi mitigasi bencana alam yangterjadi di kabupaten Wonogiri 
untuk jangka waktu 2021 hingga tahun 2025. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Jumlah dari kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2016-2021 dapat 
dilihat pada Tabel 2. Bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Wonogiri disajikan pada Tabel 
3. Hasil dari penilaian frekuensi dan konsekuensi dari masing-masing risiko bencana tersaji pada 
Tabel 4. Dengan nilai frekuensi dan konsekuensi dapat digambarkan prioritas bencana yang 






Tabel 2. Jumlah Bencana Alam di Desa-Desa Daerah Wonogiri Tahun 2016-2021 
Bencana Alam 
 
Tahun    
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 
Tanah Longsor 119 976 359 56 34 22 1566 
Banjir 131 267 64 134 95 23 714 
Angin Kencang 195 51 119 498 93 34 862 
Kebakaran Lahan dan Hutan 24 23 62 60 5 2 176 
Total 338 1317 604 748 227 81  
(Sumber: BPBD, 2021) 
Beberapa bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Wonogiri sebagaimana tersaji pada Tabel 2, 
tanah longsor merupakan bencana dengan jumlah kejadian yang paling tinggi, yang kemudian angin 
kencang, banjir, serta kebakaran lahandan hutan sebagai jumlah kejadian berikutnya secara berurutan. 
Berdasarkan diskusi yang dilakukan, identifikasi bencana yang dihasilkan terdapat 7 potensi 
bencana di Kabupaten Wonogiri (pada Tabel 3). Selain bencana banjir, tanah longsor, angin kencang 
dan kebakaran lahan dan hutan, potensi bencana yang terjadi lainnya yaitu gempa bumi, kekeringan 
dan tsunami. Risiko bencana tersebut juga sejalan dengan UU No. 24 Tahun 2007 (Sekretariat Negara 
RI, 2007). Pada 7 potensi bencana tersebut juga memiliki kemiripan dengan potensi bencana yang 
dilakukan di Sulawesi Tengah (Martini, 2011), dimana banjir, tanah longsor, gempa bumi dan 
tsunami merupakan potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Hasil ini memiliki 
kemiripan dengan penelitian yang serupa yang dilakukan di Kabupaten Kediri (Fitrianto, 2020), yang 
mengemukakan potensi bencana di wilayah tersebut adalah letusan gunung berapi, banjir, gempa, 
tanah longsor, dan puting beliung. Perbedaan potensi risiko bencana tergantung dengan letak 
geografis dan  karakteristik wilayahnya. 
Tabel 3. Potensi Bencana yang terjadi di Kabupaten Wonogiri 
No Potensi bencana No Potensi bencana 
1 Banjir 5 Tsunami 
2 Tanah longsor 6 Kebakaran hutan/ lahan 
3 Angin kencang 7 Kekeringan 
4 Gempa Bumi   
 
 Beberapa potensi bencana seperti yang tersaji pada Tabel 3 sejalan dengan hasil penelitian 





(Findayani, 2015). Tanah longsor menyebabkan timbulnyakorban jiwa manusia, kerugian harta dan 
benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis (Juhadi., Setyaningsih, W., and Kurniasari, N., 
2016). Angin Kencang yang menimpa jembatan Suramadu menyebabkan terhambatnya lalu lintas, 
kecelakaan dan membahayakan masyarakat sekitar (Alfatikh, 2019). Kekeringan menyebabkan 
masyarakat yang kesulitan air bersih dan kekurangan air irigasi (Adi, 2011). Lebih jauh, di negara-
negara Asia, Afrika dan Amerika Selatan, kelangkaan sumber air dapat memunculkan risiko konflik. 
Tsunami banyak menimbulkan dampak yang cukup besar baik itu dari sisi korban jiwa maupun 
kerugian ekonomi (BNPB, 2018). (Atmojo, S and Muhandis, 2019) menyatakan bahwa gempa bumi 
yang terjadi di Lombok Utara menyebabkan banyak korban jiwa dan ribuan masyarakat berada pada 
pos pengungsian.Lebih lanjut, Gempa bumi yang terjadi di Turki juga menyebabkan banyaknya 
korban jiwa dan bangunan runtuh (Green, 2005). Kebakaran lahan dan hutan dapat menyebabkan 
kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara dan berkurangnya luas wilayah hutan (Rasyid, 
2014). 
 Berdasarkan penelitian yang dikemukakan oleh (Suyanto and Hartono, 2019) di Kabupaten 
Wonogiri terdapat 5 bencana yang sering terjadi di Wonogiri diantaranya kekeringan, tanah longsor, 
banjir, dan gempa bumi, selain itu, tsunami juga berpotensi untuk terjadi di Kabupaten Wonogiri. 
Oleh karena itu, dibutuhkan Upaya mitigasi untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana. 
Tabel 4. Aggregate Risk Potential (ARP) 
Bencana Frekuensi Konsekuensi ARP 
Banjir 5 5 25 
Gempa Bumi 5 2 10 
Tanah Longsor 5 4 20 
Angin Kencang 5 3 15 
Kekeringan 5 2 10 
Kebakaran lahan dan hutan 5 2 10 
Tsunami 3 1 3 
  
 Berdasarkan nilai ARP yang tersaji pada Tabel 4, kejadian bencana yang sering terjadi dan 
menimbulkan dampak yang signifikan dengan nilai ARP tertinggi secara berurutanyaitu banjir, 
dengan frekuensi kejadian yang tinggi dimana setiap tahun bencana banjir sering terjadi dan nilai 
konsekuensi catastrophic, dimana banjir  yang terjadi di kabupaten Wonogiri menimbulkan sejumlah 
korban jiwa,masyarakat yang terdampak  perlu mengungsi untuk waktu yang lama dan menyebabkan 





memiliki konsekuensi major, dimana dalam kejadian tersebut terdapat korban yang terluka, banyak 
pengungsi (lebih dari 24 jam), dan kerugian finansial yang cukup signifikan; kemudianangin kencang, 
dengan frekuensi kejadian setiap tahun dan konsekuensi moderate, dimana terdapat kerusakan lokal 
yang dapat diperbaiki dengan pengaturan rutin dan menyebabkan kerugian finansial secara signifikan; 
bencana selanjutnya adalah gempa bumi, frekuensi kejadian sering terjadi setiap tahunnya dengan 
konsekuensi minor, dimana terjadi beberapa kerusakan atau rusak ringan; kebakaran lahan dan hutan, 
dengan frekuensi kejadian sering terjadi setiap tahun dna konsekuensi minor, dimana beberapa 
kerugian finansial terjadi dan terdapat dampak kecil terhadap lingkungan;kekeringan, dengan 
frekuensi kejadian tinggi dan konsekuensi minor, dimana menimbulkan beberpa kerugian finansial 
danberdampak pada  lingkungan tetapi tidak terjadi kerusakan dan juga tidak menimbulkan korban 
jiwa; dan bencana yang terakhir yaitu tsunami, dimana frekuensi kejadiannyapossible, yang mungkin 
terjadi pada suatu waktu dan menimbulkan konsekuensi yang insignificant. Setelah diketahui nilai 
ARP pada masing-masing potensi risiko bencana, kemudian nilai tersebut digambarkan kedalam 
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Gambar 1. Matriks Risiko 
Berdasarkan Gambar 1, banjir dan tanah longsor termasuk kedalam risiko ekstrim yang menjadi 
prioritas tertinggi untuk mitigasi dan sumber risiko akan berada dalam kondisi kritis apabila tidak 
ditangani dengan cepat (nilai ARP berturut-turut 25 dan 20). Angin kencang merupakan risiko tinggi, 
hal ini mengidentifikasi risiko bencana berada di posisi frekuensi kejadian yang sangat tinggi dan 
dampak yang besar sehingga perlu pengelolaan risiko bencana secara rutin dan pengendalian secara 





sedang, hal ini mengidentifikasi risiko bencana berada pada posisi frekuensi kejadian yang sangat 
tinggidan memiliki dampak sedang (ketiganya dengan nilai ARP 10), Tsunami termasuk kedalam 
risiko rendah (nilai ARP 3). 
 House Of Risk (HOR) fase 2 digunakan untuk memberikan strategi mitigasi yang menjadi 
prioritas dengan mempertimbangkan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan mitigasi, sarana 
dan prasarana yang tersedia, sumber daya manusia yang tersedia, dan banyaknya dana yang 
dibutuhkan. Pada HOR fase 2 dicari total efektifitas mitigasi (TEk), total skor strategi mitigasi dari 
penilaian kriteria strategi mitigasi (TSSk), dilakukan prioritas usulan strategi mitigasi (Rk) untuk 
penanganan potensi risiko bencana. 
Tabel 5. Potensi Bencana 
Kode Potensi Bencana Kode Potensi Bencana 
R1 Banjir R5 Kebakaran lahan dan hutan 
R2 Tanah longsor R6 Kekeringan 
R3 Angin kencang R7 Tsunami 
R4 Gempa bumi   
 
Berdasarkan Tabel 4 urutan mengenai risiko bencana berdasarkan nilai ARP yang telah didapat 
diurutkan berdasarkan nilai ARP tertinggi yang disajikan pada Tabel 5. Hasil dari identifikasi risiko 
bencana tersebut dijadikan sebagai acuan untuk menentukan strategi mitigasi yang disajikan pada 
Tabel 6. 
Tabel 6. Strategi Mitigasi terhadap Risiko Bencana 
Kode Strategi Mitigasi Kode Strategi Mitigasi 
P1 
Penguatan kerangka hukum 
penanggulangan bencana 
P6 Pembangunan sistem peringatan dini 
P2 
 




Melakukan sosialisasi dan edukasi 
mitigasi kebencanaan 
P3 Melakukan pemetaan wilayah P8 Meningkatkan kegiatan reboisasi 
P4 
 








Peningkatan kemitraan multipihak 







Berdasarkan hasil diskusi, terdapat 9 strategi mitigasi untuk menangani risiko bencana yang terjadi 
di Kabupaten Wonogiri seperti yang tersaji pada Tabel 5 untuk periode waktu 2021 hingga tahun 
2025. Berdasarkan hasil risiko bencana (pada tabel 5) dan strategi mitigasi (pada tabel 6) kemudian 
diolah kedalam HOR disajikan pada Tabel 7 untuk memperoleh nilai TEk. 




P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
R1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 25 
R2 9 9 9 9 9 9 9 9 0 20 
R3 9 9 9 0 9 1 9 0 0 15 
R4 9 3 9 0 9 3 9 0 0 10 
R5 9 3 1 0 9 0 9 0 0 10 
R6 9 9 9 0 9 3 9 3 3 10 
R7 9 3 9 9 9 9 9 0 0 3 
TEk 837 699 757 432 837 507 837 435 255   
* Penilaian korelasi= 0, 1, 3, 9 (secara berurutan tidak ada korelasi, korelasi rendah, sedang, dan tinggi). 
*TEk-Total  Effectiveness= hasil dari korelasi antara strategi mitigasi dan risiko bencana. 
 
Berdasarkan hasil dari Tabel 7 diperoleh nilai TEk dari setiap strategi mitigasi. P1, P5dan P7 memiliki 
hasil TEk tertinggi dengan nilai yang sama yaitu 837; P3 memiliki nilai TEk yang tidak jauh beda 
yaitu 757; P2 memiliki nilai TEk sebesar 699;P8 dan P4 merupakan TEk dengan jumlah berikutnya 
yaitu 435 dan 432; dan yang terakhir P9 dengan perbedaan nilai yang relatif jauh dengan nilai 255. 
Hasil tersebut kemudian akan diolah dengan mempertimbangkan kriteria strategi mitigasi (lihat Tabel 
8) untuk penerapan mitigasi (lihat Tabel 6). 
Tabel 8. Kriteria Strategi Mitigasi 
Kode Kriteria Penilaian Strategi Mitigasi Bobot 
K1 Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan mitigasi 0.25 
K2 Ketersediaan sarana dan prasarana 0.25 
K3 ketersediaan keahlian sumber daya manusia 0.25 
K4 Banyaknya dana yang diperlukan 0.25 
 
Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak BPBD Wonogiri, diperoleh 4 kriteria strategi untuk mitigasi 





hasil pengolahan data yang diperoleh dari diskusi dengan pihak BPBD Wonogiri dengan narasumber 
yang sama, maka diperoleh urutan prioritas strategi mitigasi (pada Tabel 9). Pada Tabel 10 
menyajikan kembali sesuai dengan urutan strategi dari mitigasi yang akan menjadi prioritas 
penanganan yang akan dilakukan oleh pihak BPBD Wonogiri dalam periode waktu 2021 hingga 
2025, serta terdapat deskripsi untuk setiap strategi mitigasinya. 
Tabel 9. Penilaian Kriteria Strategi Mitigasi 
Kriteria 
Strategi Mitigasi Bobot 
Kriteria P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
K1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0.25 
K2 1 9 9 9 0 9 9 9 3 0.25 
K3 9 9 9 9 9 9 9 3 9 0.25 
K4 1 3 9 9 1 9 3 3 3 0.25 
TEk 837 699 757 432 837 507 837 435 255  
TSSk 5 7.5 9 9 4,75 9 7,5 6 6  
Rk 
167,




6 72,5 42,5  
RPk 2 4 5 8 1 7 3 6 9  
*Bobot Kriteria= semakin tinggi bobot semakin sulit mitigasinya (0-100). 
*TSSk-Total Skor Strategi= hasil dari korelasi antara strategi mitigasi dan kriteria mitigasi, Rk- Rasio Strategi Mitigasi= 
Perbandingan antara TEk dan TSSk, RPk- Rank Priority. 
Tabel 10. Urutan dari Strategi Mitigasi 
Kode Strategi Mitigasi Rk 
P5 Peningkatan kemitraan multipihak dalam penanggulangan bencana 176,2 
P1 Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana 167,4 
P7 Melakukan sosialisasi dan edukasi mitigasi kebencanaan 111,6 
P2 Membentuk desa tangguh bencana 93,2 
P3 Melakukan pemetaan wilayah 84,1 
P8 Meningkatkan kegiatan reboisasi 72,5 
P6 Pembangunan sistem peringatan dini 56,3 
P4 Pemasangan titik evakuasi 48 






 Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 10, bahwa urutan mitigasi dari yang pertama 
hingga ke enam untuk dilaksanakan oleh pihak BPBD Wonogiri dalam periode waktu 2021 hingga 
2025 secara berurutan adalah peningkatan kemitraan multipihak dalam penanggulangan bencana, 
penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana, melakukan sosialisasi dan edukasi mitigasi 
kebencanaan, membentuk desa tangguh bencana, melakukan pemetaan wilayah, dan meningkatkan 
kegiatan reboisasi, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan risiko bencana, dengan 
masing-masing perbedaan nilai Rk yang relatif kecil. Pembangunan sistem peringatan dini, 
pemasangan titik evakuasi dan membuat dan memperbanyak resapan air merupakan urutan dari 
strategi mitigasi yang ke tujuh hingga yang terakhir urutan ke sembilan. 
 Strategi mitigasi yang tersajidalam Tabel 10 memiliki kesamaan dengan penemuan dari 
peneliti lain, diantaranya (Ruswandi et al., 2008) membahas mitigasi bencana di Indramayu dan 
Ciamis dengan strategi mitigasi yang berupa sosialisasi kepada masyarakat, sistem peringatan dini, 
sistem penyelamatan diri, dan mengenai peningkatan peraturan/Undang-Undang. (Galve et al., 2016) 
menyebutkan mengenai pentingnya reboisasi untuk mengurangi terjadinya bencana tanah longsor. 
Dalam penelitian yang dilakukan. (Martini, 2011) bahwa pentingnya strategi mitigasi salah satunya 
adalah melakukan kerja sama dengan pemerintah maupun masyarakat. (Harhoruw, 2020) 
menyebutkan mitigasi bencana diantaranya membuat lokasi evakuasi dan penampungan semetara, 
membuat jalur akses yang digunakan untuk menuju lokasi evakuasi, drainase dengan ukuran yang 
memadai sesuai dengan data jenis serta daya resap tanah, pembuatan sumur resapan, pembuatan 
tanggul bagi sungai untuk mengurangi risiko banjir, ketersediaan sarana peringatan dini, dan yang 
terakhir pembuatan tempat pembuangan sampah sementara. Selain itu, untuk memberikan uraian 
yang lebih terperinci mengenai masing-masing strategi mitigasi yang pertama hingga ke- 5 yang 
memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kebencanaan yang ditemukan di berbagai kepustakaan 
yang berkaitan dengan usulan strategi mitigasi dengan BPBD Wonogiri maupun berupa usulan yang 
serupa di berbagai konteks kebencanaan dapat dilihat sebagai berikut. 
1. Peningkatan kemitraan multipihak dalam penanggulangan bencana (strategi mitigasi 
pertama). 
Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana BPBD Wonogiri telah melakukan kerjasama dengan 
berbagai lembaga seperti pemerintah, pengusaha, masyarakat serta media massa. Peningkatan 
kemitraan dengan berbagai pihak dilakukan untuk bersama-sama mengurangi dampak dari risiko 
bencana yang terjadi.  
 Menurut (Parkash, 2015) Kerjasama, koordinasi dan juga kolaborasi merupakan salah satu 





kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, saling membantu antar negara dalam pengelolaan 
risiko kebencanaan dinilai relatif memuaskan. Pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan para 
pejabat publik berpengaruh terhadap terjalinnya kerja sama yang baik di antara berbagai pihak yang 
terlibat di dalam penanggulangan bencana (Lee, 2020). Berdasarkan KRB Jawa Tengah Tahun 2016-
2020 strategi peningkatan kemitraan dapat dijalin dengan lembaga pendidikan misalnya tersusunnya 
kurikulum muatan lokal mengenai pengurangan risiko bencana di setiap level pendidikan, karena hal 
ini dinilai mampu meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana dengan pengembangan dan 
pengetahuan sejak usia dini di masyarakat. Kurikulum sekolah dapat memuat materi mengenai 
pendidikan hingga pelatihan yang mencakup konsep dan praktik mengenai pengurangan risiko 
bencana dan juga pemulihan. 
2. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana (strategi mitigasi kedua) 
Pada strategi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wandasari, 2013) yang 
mengemukakan bahwa sinkronisasi perundang-undangan dapat mewujudkan pengurangan risiko 
bencana. Menurut (Hapsari dkk, 2021) bahwa peraturan perundang-undangan sangat penting dalam 
penanggulangan bencana. (Danhas, 2011) yang mengemukakan bahwa keefektifan dalam 
pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatra Barat. (Susanto and Iqbal, 2018) mengenai 
keefektifan dalam peranan hukum. 
  Menurut (Kartika, 2015) salah satu penguatan kebijakan penanggulangan bencana dalam 
penyelarasan perundang-undangan yaitu melakukan penguatan kelembagaan penanggulangan 
bencana dan pengkajian ulang dan perubahan (revisi) kebijakan hukum penanggulangan bencana di 
dalam sistem hukum. Menurut (Wibowo and Satispi, 2017) bahwa salah satu implementasi Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah memperkuat perencanaan 
penanggulangan bencana daerah berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) sehingga perencanaan 
penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan optimal. 
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi mitigasi kebencanaan (strategi mitigasi ketiga) 
 Sosialisasi dan edukasi kebencanaan merupakah salah satu faktor yang penting dalam 
penanggulangan bencana yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan 
pengetahuan mengenai pengenalan potensi bencana di daerah masing-masing, mengetahui tindakan 
apa yang perlu dilakukan ketika terjadi suatu bencana, serta mengetahui rencana tindak lanjut untuk 
mengurangi dampak risiko bencana. Berdasarkan hasil dari diskusi yang dilakukan dengan pihak 
BPBD Wonogiri, di kabupaten Wonogiri telah dilakukan berbagai sosialisasi dan edukasi 
kebencanaan ke daerah-daerah yang rawan terjadi bencana. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan 





Berdasarkan hasil dari penelitian (Shaw et al., 2011) pendidikan sangat penting untuk mengurangi 
kebencanaan dan mencapai keamanan manusia. Pendidikan  untuk kebencanaan dan kedaruratan 
lebih baik difokuskan pada kelompok yang rawan terjadi bencana (Torani et al., 2019). 
4. Membentuk desa tangguh bencana (strategi mitigasi keempat) 
Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021, saat ini telah membentuk 
170 desa tangguh bencana (Destana) dari 294 desa kelurahan yang tercatat. Destana ini dibentuk 
dengan tujuan pemberdayaan desa secara mandiri agar dapat mengenali, meminimalisir, serta 
mengendalikan risiko terjadinya bencana.  
 Strategi mitigasi Destana ini juga sejalan dengan berbagai penelitian lainnya. Penelitian yang 
dilakukan oleh (Saroji et al., 2016) mengenai kajian empiris program Destana yang dilaksanakan oleh 
2 lembaga yang berbeda terhadap ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami. 
(Oktari, 2018) mengenai peningkatan kapasitas desa tangguh bencana. (Komino, 2014) mengenai 
pentingnya komunitas tangguh bencana.Hasil dari penelitian (Habibullah, 2013) bahwa kampung 
siaga bencana dapat memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memperkuat interaksi 
sosial dan membentuk jejaring diantara warga komunitas, mengorganisasikan, dan mengoptimalkan 
potensi serta sumber dayanya. Pada penelitian (Shaw et al., 2011) mengemukakan bahwa pentingnya 
pendidikan kebencanaan diakui secara luas dalam mengurangi kebencanaan dan mencapai keamanan. 
Lebih lanjut lagi, (Dufty, 2020) juga mengemukakan bahwa pendidikan kebencanaan adalah sarana 
penting dalam menjamin keselamatan publik. 
5. Melakukan pemetaan wilayah (strategi mitigasi ke lima) 
Upaya untukmeminimalkan dampak negatif bencana salah satunya adalah dengan tersedianya peta 
daerah rawan bencana, yang dapat digunakan untuk perencanaan pengendalian dan penanggulangan 
dini (Nuryantiet al., 2018). (Mishra et al., 2012) mengemukakan bahwa salah satu cara untuk 
menambah dan memperkuat penanggulangan bencana adalah dengan pemetaan wilayah rawan 
bencana. Penelitian dari (Harto et al., 2017) melakukan pemetaan daerah rawan bencana dengan 
menggunakan Sistem Informasi Geografis. (Jia, et al., 2019) menggunakan GIS. (Nuryantiet al., 
2018) menggunakanpenginderaan jauh dan informasi geografis. 
 
4. PENUTUP 
Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai upaya mitigasi kebencanaan di Kabupaten 
Wonogiri berdasarkan matriks risiko dan HOR fase 2, didapatkan bahwa yang pertama, risiko 
bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Wonogiri yaitu banjir, tanah longsor, angin kencang, 





dengan ARP tertinggi ke terendah diantaranya banjir (nilai ARP 25), tanah longsor (ARP 20), angin 
kencang (ARP 15), gempa bumi, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan (nilai ARP ketiganya 10) 
dan tsunami (nilai ARP 3); dalam penggambaran matriks risiko banjir dan tanah longsor termasuk 
kedalam risiko ekstrim, angin kencang termasuk risiko tinggi, gempa bumi, kekeringan, kebakaran 
lahan dan hutan merupakan risiko sedang, dan tsunami termasuk kedalam risiko rendah. Ketiga, 
penerapan dengan HOR Fase 2 menghasilkan 9 strategi mitigasi sesuai dengan prioritasnya yaitu 
peningkatan kemitraan multipihak dalam penanggulangan bencana, penguatan kerangka hukum 
penanggulangan bencana, melakukan sosialisasi dan edukasi mitigasi kebencanaan, membentuk desa 
tangguh bencana, melakukan pemetaan wilayah, meningkatkan kegiatan reboisasi, pembangunan 
sistem peringatan dini, pemasangan titik evakuasi, membuat dan memperbanyak resapan air. 
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